BABII

PENGERTIAN PERKAWINAN DAN KONSEP MASLAHAH AL-
MURSALAH

A. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan dalam literartur figh bahasa Arab
disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang
terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam
al-Quran dan Hadis Nabi saw. Kata nakaha banyak terdapat dalam al-Quran

dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”!

Demikian pula, banyak terdapat kata zawaja dalam Al-Quran dalam

arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:
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“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat

kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang
kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan

"Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syammil Media Cipta,
20006), 77.
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menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan
dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-
istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah
itu pasti terjadi.”

Secara etimologi, kata nikah berarti bergabung (V.CA\), hubungan

kelamin (s 4)) dan juga berarti akad (42~l)3. Sedangkan secara terminologi,

banyak sekali para tokoh dan ulama memberikan definisi perkawinan.
Berikut pendapat imam madzhab yang empat memberikan definisi
perkawinan:

Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah akad yang berfaidah
kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam
Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk
melakukan hubungan suami istri.

Imam Syafi’i memberikan definisi perkawinan adalah akad yang
mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan
menggunakan lafadz inkah, tazwij atau dengan lafad yang sama artinya
dengan kedua lafad itu.

Sedangkan menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang semata-
mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka. Berbeda dengan itu,

menurut Imam Hambali perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk

2 Ibid.,423.
3 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia..., 1460. Lihat pula Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), 36.
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mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunkan lafad inkah atau
tazwij.?

Dalam definisi lain, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa
perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia
untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.’

Negara-negara muslim dalam merumuskan undang-undangnya yang
mengatur masalah perkawinan melengkapi definisi tersebut dengan
penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya.
Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya arti
perkawinan sebagai berikut: ‘“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keuarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa.”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu
diperhatikan:

Pertama, digunakannya kata “seorang pria dan seorang wanita”
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang
berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah

dilegalkan oleh beberapa negara barat.

4 Abdurrohman al Jaziri, al- Figh Ala Mazahib al- Arba’ah, jilid 4, (Beirut, Darul Fikr, t.t), 2-3.
5 Sayyid Sabib, Figh al-Sunnah, Jilid 2, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), 5.
¢ Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1Tahun 1974) , (Surabaya, Rona Publishing, 2014), 8.
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Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung
arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jeis kelamin yang berbeda
dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama.”

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang secara
totalitas menafikan perkawinan yang bersifat temporal sebagaimana yang
berlaku dalam perkawinan mut ’ah dan perkawinan rahlil

Disamping definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 2
memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-
undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan
sebagai berikut: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat atau mithagan ghalizan untuk menaati perinta Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.”®

Ungakapan “akad yang sangat kuat atau “mithaqan ghalizan™
merupakan penjelasan ungkapan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat
dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad
perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah,” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), 40.
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007)
114.
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bahwa perkawinan bagi ummat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh
karena itu orang yang melksanakannya telah melakukan ibadah.’

Dalam pandangan Islam, di samping perkawinan itu merupakan
ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah,
berarti perkawinan itu merupakan perbuatan yang sejalan dengan gudrat dan
iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti
suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan
ummatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat
sebagai berikut: Pertama, Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk
berpasangan sebagimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49:

595 rﬂd B T E R Y

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.”!°

Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan

dalam surat an-Najm ayat 45:

”
(3
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“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki
dan perempuan”!!

Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling
melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini

disebutkan oleh Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 1:

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), 41.

19 Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syammil Media Cipta,
2006), 522.

' bid., 528
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan
istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”!?

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau
tanda dari kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

G O B3 555 28 Jaeg ) 155 il el e 280 Gls OF T 2
55 13 Y 3
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.”!?
Sebagaimana dikemukakan di atas, selain sunnah Allah, perkawinan

juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukan oleh Rasul sendiri

selama hidupnya dan menghendaki ummatnya berbuat yang sama.

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan rukun termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudlu dan takbiratul ihram

12 1bid., 77
13 Ibid., 406
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dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam
perkawinan.'4

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian
pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat ketika shalat atau dalam sebuah
perkawinan, menurut hukum Islam kedua mempelai harus beragam Islam.!>

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun
dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha', suatu perkawinan
yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut
dinamakan Fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan
disebut bathil (batal).!®

Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap
rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus
terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah
calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar
perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu
rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya mempelai laki-laki
2. Adanya mempalai perempuan

3. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya

14 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, Juz 1, (Jakarta, Bulan Bintang 1998) 9.
15 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut, Dar al-Fikr, 1989) 36.
16 Abdurrohman al Jaziri, al- Figh Ala Mazahib al- Arba’ah, jilid 4, (Beirut, Darul Fikr, t.t), 8-15
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4. Adanya dua orang saksi
5. Ijab dan qobul'’
Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah
sebagai berikut:
a. Syarat-syarat calon suami:
1. Beragama Islam
2. Jelas laki-lakinya
3. Jelas atau orangnya diketahui
4. Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal

dinikahi baginya.

9]

Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri)
6. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh
7. Bukan mahromnya
8. Tidak mempunyai istri yang haram di madu
9. Tidak dalam keadaan beristri empat!®
b. Syarat-syarat calon istri:
1. Beragama islam
2. Jelas perempuannya/ bukan khuntsa

3. Wanita itu tentu orangnya

&

Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa
5. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain

6. Bukan mahrom

17 Abi Yahya Al-Anshori, Fathu al- Wahab, Juz 1, (Semarang, Toha Putra, t.t), 34.
18 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta, Kencana, 2012), 50.
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7. Belum pernah di li’an
8. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh!®
c. Syarat-syarat wali:
1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh
4. Berakal sehat
5. Adil?
d. Syarat-syarat saksi:
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Medeka/bukan budak
5. Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu?!
e. Syarat-syarat sighot (ijab dan qobul):
Sighot dan ijab mempunyai syarat-syarat masing-masing. Syarat-syarat
ijab adalah sebagai berikut:
1. Dengan perikatan shorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki,

wali dan dua orang saksi

19 bid., 54.
2 [bid., 59.
2! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat 1, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 64.
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2. Harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat)
tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau
dengan batas waktu

3. Shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian
relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Sighot
yang dipakai adalah fiil madhi.?>

Sedangkan syarat-syarat qobul adalah sebagai berikut:

1. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau
dengan perkawinan tersebut

2. Harus dengan sighot yang mutlak

3. Shighot yang digunakan dalam akad (qobul) itu mengandung arti
rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad
perkawinan. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.

Sejalan dengan syarat-syarat perkawinan yang telah dikemukakan di
atas, walaupun berbeda redaksi namun secara subtansial mempunyai
semangat yang sama, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan merumuskan syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sebagai
berikut:??

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

22 Abi Yahya Al-Anshori, Fathu al-Wahhab, (Semarang, Toha Putra, t.t),36.
2 Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1Tahun 1974) , (Surabaya, Rona Publishing, 2014), 10.
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3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakn kehendaknya, maka izin yang
dimaksud ayat (2) pasal ii cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meinggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam keturunan lurus ke atas selama meereka masih hidup dan
dalam keadaan menyatakan kehendaknya

5. Dalam hal ada perbedaan anatara orang-orang yang dimaksud dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di natra
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hal ini
daerah tempat tinggal orang yang akan melangungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam
pasal ini

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain

Berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat 1 dapat dilihat dengan jelas bahwa sah tidaknya suatu
perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan

mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Berarti setiap perkawinan



32

yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan
sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai
akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan ini ditegaskan oleh penjelasan undang-undang tersebut yang
menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada
perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain
dalam Undang-undang ini.?*

UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa ‘“Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan  untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya”.?> Dari bunyi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang dimaksud
dengan agama dan kepercayaan itu ialah agama dan kepercayaan yang
"dipeluk" seseorang. Jadi untuk menentukan hukum agama yang mengatur
pelaksanaan perkawinan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun
1974 ialah agama dan kepercayaan, yang "dipeluk" oleh mereka yang hendak

melakukan perkawinan.

24 Lihat Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 dalam Mardani, Hukum Islam, Kumpulan Peraturan
tentang Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2013), 90.

25 Lihat UUD 1945 dalam http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/ diakses
25 September 2017.
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Jadi sahnya perkawinan bagi mereka yang memeluk agama Islam
bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan yang berlaku
menurut ketentuan yang ada dalam hukum Islam, begitu pula dengan agama-
agama yang lain bergantung pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku

pada agamanya.

Pengertian dan Macam-Macam Metode Berijtihad

Semakin hari persoalan yang terjadi pada kehidupan masyarakat terus
berkembang. Berbagai realitas sosial yang tidak pernah terjadi pada zaman
dahulu, kini banyak bermunculan di masyarakat. Persoalan-persoalan baru
yang semacam ini ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa kitab suci al-
Quran dan al-Hadis yang tetap, sudah bersifat ‘final’ (tidak turun lagi)
seringkali menimbulkan problem di bidang hukum Islam, karena banyaknya
persoalan baru yang secara konkrit tidak terdapat ketetapan hukumnya
dalam al-Quran maupun Hadits.

Oleh karenanya, dibutuhkan penggalian hukum lebih lanjut untuk
menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ada penjelasannya dalam
teks-teks agama tersebut. Penggalian hukum dengan mengerahkan segenap
kemampuan semacam ini kemudian kita kenal dengan istilah ijtihad. Atau

dengan istilah lain, pengertian ijtihad adalah upaya seorang ahli figih (a/-
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fagih) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan
suatu hukum syariat yang bersifat dzanni 26

Ijtihad tentu membutuhkan metode-metode tertentu supaya hasilnya
tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang berlaku dalam ajaran
Islam. Terdapat beberapa metode berijtihad yang berlaku dalam hukum
Islam, yaitu (1) Ijma’ (2) Qiyas (3) Istidlal (4) Istihsan (5) Istishab (6) Urf
dan (7) Maslahah al-Mursalah.”’

Dua metode berijtihad yang disebutkan pertama mendapatkan
legitimasi dari mayoritas ahli fikih. Sedangkan yang ketiga dan seterusnya
masih terdapat pendapat. Sebagian ahli fiqgih menyepakati dan sebagian yang
lain tidak. Termasuk dalam hal ini adalah metode berijtihad menggunakan
teori maslahah al-mursalah.

Walaupun maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode dalam
berijtihad yang mendapatkan legitimasi dari sebagian ulama dan tidak dari
sebagian yang lain, namun secara substansial menggunakan kemaslahatan
sebagai pedoman dalam berpijak adalah sebuah keniscayaan. Karena tidak
dapat dipungkiri bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk membawa
kemaslahatan bagi semua makhluk. Selaras dengan diutusnya Nabi
Muhammad saw yaitu untuk membawa rahmat bagi semesta alam

sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Qs. al-Anbiyaa’ ayat 107:

26 Nasrun Rusli, Konsep [jtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), 76

27 Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta:
Risalah, 1984) 54.
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CraJ 225 ) Aulast b
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.” (Qs. al-Anbiyaa’ (21): 107)*®
Selain itu, ada ayat al-Quran yang mendukung terhadap legalitas
penggunaan teori maslahah al-mursalah. Seperti firman Allah SWT:
5228 A v s oK Ay
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.” (QS. al-Baqarah (2): 185).°
Dari berbagai metode ijtihad yang sudah disebutkan di atas, dalam
praktiknya dapat dilakukan dengan beberapa model pendekatan. Pertama,
pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan yaitu apabila objek kajiannya
mempunyai sangkut paut dengan nas (teks) keagamaan. Salah satu metode
berijtihad yang menggunakan pendekatan kebahasaan adalah teori giyas.
Kedua, pendekatan melalui makna atau maksud diterapkannya
syari’at, yaitu dilakukan apabila objek kajiannya tidak ada sangkut pautnya
dengan teks keagamaan namun akan diketahui melalui kajian maqasyid al-
syariah3® Maslahah al-mursalah merupakan bagian dari metode penggalian

hukum melalui pendekatan yang kedua ini, yakni maqasyid al-syariah.

D. Pengertian dan Macam-Macam Maslahah

1. Pengertian Maslahah

28 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: PT Syammil Media
Cipta,2006), 102.

» Ibid.,28.

30 Nasrun Rusli, Konsep ljtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), 38
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Sebelum menjelaskan arti maslahah al-mursalah, terlebih dahulu
perlu dibahas tentang arti maslahah karena maslahah al-mursalah
merupakan bagian dari mas/ahah. Secara bahasa, mas/ahah merupakan
bentuk masdar (adverd) dari £i’il (verb) salaha, yang maknanya senada
dengan kata manfaat, baik dan bagus atau menolak bahaya.>!

Maslahah dalam bahasa umum adalah segala sesuatu yang
bermanfaat bagi manusia dalam arti menghasilkan. Seperti
menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak
seperti menolak bahaya.’> Sedangkan dalam terminologi ushul figh,
maslahah berarti kebaikan-kebaikan yang tidak menyimpang dari tujuan
syariat, yang meliputi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan
kebutuhan manusia.

2. Macam-macam Maslahah
a. Dilihat dari Segi Kekuatannya sebagai Hujjah
Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan
hukum, mas/ahah terbagi tiga macam, yaitu:
1)  Maslahah Daruriyat
Maslahah daruriyat adalah kemaslahatan yang menduduki

kebutuhan primer. Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan

31 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya, Pustaka
Progressif 1997), 788.

32 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta, Kencana, 2011), 345.

3 Ibid., 347.
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terpeliharanya agama dan dunia.** Keberadaan maslahah
dharuriyat sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya
kehidupan manusia tidak dapat berlangsung secara layak jika
kemaslahatan ini tidak dipenuhi.

Kemaslahatan ini terdiri dari lima unsur pokok dalam
agama. Lima unsur tersebut kemudian disebut sebagai kebaikan
atau maslahah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah
memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan
kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang
secara langsung menuju pada lenyapnya atau rusaknya kelima
unsur pokok tersebut adalah buruk, oleh karenanya Allah
mengharamkannya. Meninggalkan laragan Allah tersebut
adalah mas/ahah dalam tingkat dhoruri.

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara
agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang
minum-minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina
untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk
memelihara harta.

Maslahah Hajiyat

Maslahah hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki

kebutuhan sekunder, yaitu dibutuhkan oleh manusia agar

terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Maslahah

34 Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqah fi Usul al-Syariah, (Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004),

221.
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hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai
mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia,
akan tetapi dapat menimbulkan manusia kesulitan dalam
menjalani kehidupannya.?
Maslahah Tahsiniyat

Maslahah  tahsiniyat  adalah  kemaslahatan yang
menempati posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya
dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dari keadaan
yang tidak terpuji. Dengan memenuhi mas/ahah ini, seseorang
dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan
seseorang dalam memenuhi tidak mengakibatkan rusaknya
tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan dalam
hidupnya.3®

Contohnya adalah dalam menutup aurat guna
memperindah penampilan menggunakan pakaian yang baik

sesuai aturan namun tetap mengikuti tren mode.

b. Dilihat dari Ada atau Tidak Adanya Dalil

Selain dari pembagian di atas, jika ditinjau dari segi ada atau

tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan,

maslahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1))

Maslahah Mu’tabarah

35 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz’ fi Ushul Figh (‘ Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 380.
36 Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, (Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004),

223.
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Maslahah  Mu’tabarah adalah kemaslahatan yang
keberadaannya ditunjuk oleh ayat al-Quran ataupun al-Sunnah.
Misalnya dalam hal penjagaan jiwa (hifdhu al-nafs) merupakan
kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya
keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT
sebagai syari’ dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178
tentang pelaksanaan gisas. Allah SWT berfirman:
axdly A Ay Ji g peked) (K oS 0 G
) oy Sgrdl B0 1o sl b 0 8 508 B B

;J\ e alb G5 dag i 15 B {,_}iv 2a Cadd 35 oles,
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara
yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat
pedih.”37

Maslahah Mulghah

Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap
baik oleh akal, tetapi tidak dikehendaki oleh syara’. Justru ada
dasar hukum agama yang menolaknya. Hal ini berarti akal
menunjuknya sebagai sebuah kebaikan dan telah sejalan dengan

petunjuk syara’ namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang

37 Departemen Agama R, a/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syammil Media Cipta,

2006) 43.
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berbeda dengan menolaknya. Kemaslahatan semacam ini
kemudian dinamakan sebagai (kemaslahatan yang ditolak).3?

Contohnya seorang raja atau orang kaya yang melakukan
pelanggaran hukum, yaitu mencampuri isterinya di siang hari
bulan Ramadhan. Menurut akal, sanksi yang paling baik bagi
orang ini adalah diperintahkan berpuasa dua bulan berturut-
turut, karena cara inilah yang dianggap paling mempunyai efek
jera baginya, cara ini memang baik dan masuk akal, serta sesuai
dengan tujuan syara’ memberikan suatu hukuman untuk
memberikan efek jera bagi setiap orang yang melanggar aturan.
Namun ternyata syara’ menolak pertimbangan akal yang
semacam ini, bahka syara’ telah menentukan hukumannya yaitu
memerdekakan budak meskipun sanksi ini bagi orang kaya
sangat mudah dibayar dan tidak memberi efek jera.

Contoh yang lain adalah karena alasan keadilan dan
emansipasi wanita, akal ingin menyamakan bagian waris anak
laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan ini ditolak dengan
adanya penegasan dari al-Qur’an ayat 11 surat al-Nisa’ yaitu
memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak
laki-laki. Lihatlah penjelasan ayat di bawah ini:

N G5 ses 88 55 G B gk ST 26N o B K0
Wil sotg g8 ¥g Catadl G S 067 0p5 A5 e il 2406

38 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta, Kencana, 2011), 353.
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat
sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.”°

3)  Maslahah al-Mursalah
Maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang
keberadaannya tidak ditopang dengan ayat al-Quran maupun al-
Hadis yang memperbolehkan atau melarang penggunaannya.
Maslahah secara etimologi bermakna menarik manfaat dan

0

menolak adanya kemudaratan.*® Sedangkan arti bahasa

mursalah menurut kamus adalah terlepas.*! Dalam kontek ini

39 Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syammil Media Cipta,
2006), 116-117.

40 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya, Pustaka
Progressif 1997), 788.

4l Ibid.,495
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yang dimaksud terlepas adalah terlepas dari penunjukan syari’,
baik menganggap ataupun menolak.*?

Menurut Wahbah az-Zuhayli, maslahah al-mursalah
adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan
tindakan dan tujuan syari’, tapi tidak ada dalil tertentu dari
syara’ yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan
ditetapkan hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan
dan tertolak kerusakan.*3

Senada dengan itu, al-Syatibi memberikan definisi bahwa
maslahah  mursalah adalah kemaslahatan yang tidak
ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau
membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara’.*

Dari beberapa pengertian di atas secara singkat dapat kita
pahami bahwa maslahah al-mursalah adalah sebuah kebaikan
yang legalitasnya tidak ditopang oleh syara’. Posisinya yang
tidak ada legalitas khusus dari nas tersebut terkait
pemberlakukan ataupun  pembatalan = maslahah  itu
menjadikannya sebagai  maslahah  al-mursalah. Dalam
penerapannya, jumhur ulama sepakat untuk menggunakan

maslahah al-mu’tabarah sebagaimana mereka sepakat menolak

42 Abdul Karim Zaidan, A/-Wajis Fi Usul al-Figh, (‘ Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 237.
43 Wahbah Zuhailiy, Usul al-Figh al-Islamiy..., 757
4 Asy-Syatibi, a/-I’tisham, juz 11, (Beirut; Dar al-Ma’rifah, tt.),115
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maslahah mulghah. Sedangkan terhadap maslahah al-mursalah

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

E. Pro kontra Ahli Figih Terhadap Penggunaan Maslahah al-Mursalah

Berkaitan dengan penggunaan maslahah al-mursalah sebagai metode
penetapan hukum, para ulama berselisih pendapat. Hal ini tak lain
disebabkan karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan kebolehan
dan tidak bolehnya menjadikan mas/ahah al-mursalah sebagai metode
penetapan atau penggalian hukum (ijtihad).

Ulama dan para penulis ushul figh juga berbeda pendapat di dalam
menukilkan pendapat para imam mazhab. Kelompok yang secara jelas
menggunakan maslahah al-mursalah adalah mazhab Maliki. Selain
digunakan mazhab Maliki, maslahah al-mursalah juga digunakan oleh
mazhab-mazhab yang lain (non Maliki), pendapat ini diutarakan oleh al-
Syatibi, Ibnu Qudamah, al-Razi dan al-Ghazali.*

Ulama dari kalangan Hanafiyah menurut pendapat al-Hamidi tidak
mengguanakan maslahah al-mursalah sebagi metode penetapan hukum.
Namun juga ada pendapat yang menyatakan bahwa ulama dari kalangan
Hanafiyah juga menggunakannya sebagai metode penetapan hukum. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Tampaknya ulama yang
menyatakan bahwa ulama Hanafiyah menggunakan maslahah al mursalah

sebagai metode penetapan hukum dapat dikatakan lebih tepat. Karena

4 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta, Kencana, 2011), 358.
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kedekatan metode maslahah dengan istihsan yang dipopulerkan oleh
kalangan Hanafiyah.

Ulama dari kalangan Syafiiyah menurut beberapa pendapat tidak
menggunakan teori maslahah al-mursalah dalam berijtihad. Pendapat ini
didukung oleh al-Hamidi dan Ibn al-Hajib. Begitu pula Imam Syafii sendiri
sama sekali tidak menyinggung metode ini dalam kitab standarnya, ar-
Risalah. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalangan
Syafiiyah menggunakan maslahah al-mursalah sebagai metode penetapan
hukum. Pendapat ini didukung oleh al-Syatibi dari golongan Maliki dan juga
oleh Ibn Qudamah dari golongan Hambali. Bahkan al-Ghazali sebagai
pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa Imam Syafii sendiri menggunakan
maslahah al-mursalah.*°

Imam Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii secara tegas dalam kitab
al-Mustasyfa menyatakan kebolehan menggunakan maslahah al-mursalah
sebagai metode dalam menetapkan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ibn
Subki dan al-Razi yang dibenarkan oleh Imam Ghazali, dengan catatan nilai
kebaikan yang dikandugnya berkaitan dengan kebutuhan pokok, pasti, dan
menyeluruh secara akumulatif.’

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan menolak
terhadap penggunaan maslahah al-mursalah dalam berijtihad. Begitu pula
kalangan ulama al-Zhahiri, ulama Syiah dan sebagian kaum Mu’tazilah. Dari

penjelasan ini dapat kita pahami bersama bahwa pendapat terkait kehujjahan

46 bid., 358
47 bid., 359
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maslahah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum terdapat dua

pendapat. Sebagian menyatakan menolak dan sebagian menerimanya sebagai

salah satu metode penetapan hukum.

Bagi mereka (golongan) yang menolak terhadap penggunaan

maslahah al-mursalah sebagai dasar penetapan hukum, menurut Ahmad

Munif Suratmaputra sebagaimana dilansir oleh Mahmuzar dalam tulisannya

yang berjudul “Maslahah Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum”

setidaknya ada beberapa argumen yang mereka lontarkan, yaitu sebagai

berikut:

1.

Memandang maslahah al-mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan
penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, hal ini
disebabkan karena metode penggalian hukum dengan teori mas/ahah al-
mursalah tidak ditopang dengan dasar hukum ayat al-Quran maupun al-
Hadis.

Memandang maslahah al-mursalah sebagai hujjah berarti menodai
kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan
kepada nas-nas tertentu. Melainkan hanya mengikuti keinginan hawa
nafsu belaka dengan dalih mas/ahah. Sehingga dengan alasan ini, ulama
yang  kontra  terhadap  penggunaan  maslahah  al-mursalah
mengkhawatirkan akan terjadi banyak penetapan hukum islam yang
hanya berdasarkan kepentingan hawa nafsu.

Bagi golongan yang kontra terhadap penggunaan maslahah al-mursalah

ini, hukum Islam dipandang telah lengkap dan sempurna. Sehingga tidak
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butuh penggalian hukum lebih lanjut. Dengan menjadikan maslahah
sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat Islam tidak
mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Bagi
mereka ini tidak dapat dibenarkan.

4. Memandang maslahah sebagai metode penggalian hukum akan
membawa dampak terjadinya perbedaan (disparitas) hukum Islam
terhadap masalah yang sama disebabkan perbedaan kondisi dan situasi.
Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan
fleksibelitas hukum Islam.*®

Namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang
tidak sepakat dengan penggunaan teori maslahah al-mursalah sebagai dasar
menetapkan hukum Islam di atas kemudian ditentang oleh ulama-ulama
yang sepakat dengan penggunaan maslahah al-mursalah dengan beberapa
argumentasi logis di bawah ini:

1) Memandang maslahah sebagai dasar penetapan hukum tidak berarti
mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan.
sebab maslahah tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan
pertimbangan, sehingga menghasilkan persangkaan yang kuat (sesuatu
yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu figih dikenal sebuah kaidah
“vakfi al-‘amal bi al-zann”, beramal berdasarkan kepada zann dianggap

cukup karena semua fiqih adalah sifatnya zann.

“Ahmad Munif Suratmaputra, Filsatat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah al-Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), 80. Lihat pula
Mahmuzar, Maslahah Mursalah; Suatu  Metode Istinbath Hukum dalam
http://www.academia.edu/4417211 diakses 15 September 2017
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3)
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Bagi golongan yang sepakat dengan penggunaan maslahah al-mursalah
sebagai metode penetapan hukum, menganggap tidak benar jika
penetapan hukum Islam melalui metode istislah atau maslahah-mursalah
berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena
untuk dapat dijadikan sebagai hAujjah, maslahah al-mursalah harus
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan inilah yang
akan mengendalikan kepentingan-kepentingan individualitas, sehingga
tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam)
berdasarkan kepada maslahah al-mursalah.

Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud
dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan
prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada
hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum
disinggung hukumnya oleh al-Qur’an dan Sunnah tetapi baru diketahui
setelah digali melalui ijtihad.

Tidak benar kalau memandang maslahah al-mursalah sebagai hujjah
akan menafikkan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan
(fleksibel) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan
menggunakan metode maslahah al-mursalah dalam menetapkan hukum,
prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (fleksibel) hukum Islam

dapat dibuktikan*’

4 Ibid, 78.
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Dari argumentasi dua pihak terlihat bahwa beberapa alasan yang
dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima mas/ahah
al-mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, tidak dapat
diterima jika melihat kebutuhan yang mendesak terhadap penerapan teori
maslahah al-mursalah. Termasuk dalam hal itu, adalah kebutuhan untuk
menetapkan hukum biaya dalam mencatatkan nikah yang tidak dijelaskan

secara eksplisit di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Syarat-Syarat Maslahah al-Mursalah

Supaya penggunaan maslahah al-mursalah dalam suatu persoalan
tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta
tidak menyimpang dari maqasyid al-syariah, para pakar usul al-figh
membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar maslahah al-mursalah
bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-

Zuhaili sebagai berikut:

1. Maslahah harus sejalan tidak boleh bertentangan (harus sejalan) dengan
tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan sehingga
tidak mengeliminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh
bertentangan dengan dalil-dalil gatr’7 yang terdapat dalam al-Quran
maupun

2. Maslahah harus berupa maslahah yang dapat diterima oleh akal/

rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat
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dibenarkan penggunanaannya. Dengan kata lain sifat maslahah harus
hakikat dan tidak boleh diduga-duga.

3. Maslahah harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut
hajat hidup orang banyak, bukan mas/ahah yang hanya dapat dirasakan
oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja.’ Sehingga dengan
syarat ini tentu tidak dapat diterima alasan yang menolak penggunaan
teori maslahah al-mursalah karena dianggap hanya mengikuti hawa
nafsu dengan dalih suatu kemaslahatan.

Jika seseorang hendak menggunakan maslahah al-mursalah sebagai
metode penetapan hukum maka secara keseluruhan dari syarat-syarat yang
telah disebutkan di atas harus terpenuhi. Jika satu dari syarat-syarat di atas
tidak terpenuhi maka penerapan teori maslahah al-mursalah tidak dapat
dibenarkan. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian kita dalam memberikan
sebuah ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara
eksplisit di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Keharusan memenuhi syarat-syarat penerapan teori maslahah al-
mursalah yang telah disebut di atas dimaksudkan supaya hasil dari
penggalian hukum melalui teori maslahah al-mursalah ini dapat
mengejawantahkan serta tidak bertentangan dengan tujuan dasar
pensyariatan hukum Islam (magasyid al-syariah). Tujuan syariat Islam yang
dimaksud ini adalah sebagimana diungkapkan al-Syatibi yaitu untuk

mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.

30 Wahbah Zuhailiy, Usul al-Figh al-Islamiy... [ 799.
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Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal mendasar, yaitu
memelihara agama (hifdh ad-din), memelihara jiwa (hifdh an-nafs),
memelihara akal (hifdh al-‘agl), memelihara keturunan (hifdh al-nasl), dan
memelihara harta kekayaan (hifdh al-mal). Pengertian “memelihara”
memiliki dua aspek mendasar.

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan
landasannya yang disebut Aifdh ad-din min janib al-wujud, seperti keimanan,
mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa dan naik haji, Aifdh an-
nafs min janib al-wujud dan hifdh al-‘agl min janib al-wujud, seperti
makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hifdh al-nas/ min janib al-wujud,
seperti aturan-aturan tentang perkawinan, Aifdh al-mal min janib al-wujud,
seperti kewajiban mencari rezeki yang halal dan aturan-aturan dalam bidang
muamalah.

Kedua, aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut
terganggu dan terjaga dengan baik. Aspek ini disebut Aifdh ad-din min janib
al-adam, seperti adanya hukum pidana (jinayah). Dengan adanya hukum
jinayah setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapatkan sanksi hukum
dengan adil. Demikian pula kaitannya dengan pemeliharaan diri,

pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan harta kekayaan.>!

! Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Is/am, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), 246.
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G. Contoh-contoh Maslahah al-Mursalah

Pada masa sahabat terdapat beberapa contoh penerapan teori
maslahah al-mursalah dalam berijtihad. Diantaranya adalah tindakan para
sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah
pertama pengganti Rasulullah saw untuk memimpin umat dan
mempertahankan berlakunya syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw.
Seorang khalifah sangat dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu
maslahat yang sangat besar, namun hal ini tidak ditemukan dalil khusus dari
teks syariat yang memerintahkan dan melarangnya.>?

Contoh lainnya adalah pengumpulan ayat-ayat al-Quran dalam satu
mushaf oleh Sahabat Abu Bakar atas usulan dari Sahabat Umar bin Khattab,
padahal semasa Rasulullah hidup sama sekali tidak ada perintah untuk
melakukan pengumpulan tersebut.>?

Hanya karena berdasarkan pertimabangan maslahah, mengingat
banyaknya para penghafal al-Quran yang meninggal di medan peperangan.
Maka dilakukanlah tindakan tersebut. Karena jika ayat-ayat al-Quran tetap
dibiarkan tertulis secara berserakan di atas tulang, batu ataupun pelepah
kurma, maka bukan suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti ayat-
ayat al-Quran akan hilang. Dan nilai kebaikan itu benar-benar kita rasakan

sampai saat ini, al-Quran tetap utuh dan bisa kita baca sebagai pedoan hidup.

2. Ujang Firmansyah, Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam, dalam
http://jangfierman.blogspot.com/2014/04/maslahah-mursalah-sebagai-sumber-hukum.html,
diakses 15 September 2017

33 Robiatul Fazriah, Maslahah Mursalah, dalam
http://robiatulfazriah.blogspot.com/2010/06/maslahat-mursalah.html, diakses 15 September
2017
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Selain itu, pada masa kepemerintahan Umar bin khattab, beliau
pernah membuat penjara sebagai tempat bagi para tersangka yang
melakukan tindak kriminalitas. Beliau juga banyak membuat aturan-aturan
yang bersifat administratif untuk mengatur administrasi. Padahal tindakan-
tindakan semacam ini tidak pernah ada ketentuannya baik dalam al-Quran
maupun al-Hadis.

Pada generasi tabi’in, contoh penerapan teori maslahah al-mursalah
adalah dilakukannya kodifikasi hadis. Kodifikasi Hadis merupakan
pengumpulan Hadis dalam suatu kitab tertentu. Sehingga kemudian
muncullah kitab-kitab yang berkaiatn dengan Hadis.>* Padahal tindakan
semacam ini sama sekali tidak ditopang oleh nas. Namun karena
pertimbangan kemasalahatan ahirnya tindakan ini tetap dilakukan. Nilai
kebaikan dari tindakan ini, secara nyata dapat umat islam nikmati sampai
hari ini.

Dari beberapa contoh di atas, kiranya dapat meyakinkan pembaca
bahwa pada dasarnya penerapan teori maslahah al-mursalah telah
mendapatkan pembenaran secara legal dari agama Islam karena tidak
mungkin para sahabat melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran
agama. Rasulullah saw pun memerintahkan ummatnya untuk mengikuti

ajaran para sahabat.

% Abd Hadi Rahmany, Maslahah Mursalah sebagai Solusi Permasalahan Umat, dalam
https://groups.yahoo.com/neo/groups/keluarga-islam/conversations/topics/11752  diakses 15
September 2017
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H. Relevansi Maslahah al-Mursalah di Masa Kini dan Mendatang

Telah disinggung di awal pembahasan bab ini, permasalahan manusia
dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan semakin kompleks.
Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban
penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat
dihadapi kalau hanya semata-mata menggunakan pendekatan dengan metode
konvensial yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan mengalami kesulitan dalam menemukan dalil untuk
mendudukkan hukum dari kasus-kasus yang muncul di masa kini. Untuk
kasus tertentu mungkin kita akan kesulitan menetapkan hukumnya jika
menggunakan metode lama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh.

Dalam kondisi seperti ini kita akan berhadapan dengan beberapa
persoalan yang secara rasional dapat dinilai baik dan buruknya untuk
menetapkan hukum persoalan tersebut, tetapi tidak mendapatkan dukungan
hukumnya dari nas dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh persoalan
umat Islam dapat ditempatkan pada tatanan hukum agama, maslahah al-
mursalah dapat dijadikan sebagai dasar dalam berijtihad.>

Melalui penggunaan teori maslahah al-mursalah persoalan-persoalan
baru yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit dalam teks al-Quran dan
al-Hadis dapat terakomodasi. Sehingga dapat menjawab problematika
masyarakat modern terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak pernah

terjadi pada zaman dahulu.

55 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta, Kencana, 2011), 364.



